
BUPATI LUWU
PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR: l8f[iW29i3

TENTANG

TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN

KENDARAAN DINAS JABATAN

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

limbang : a. bahwa daiam rangka upaya meningkatkan kelancaran peiaksanaan
tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi, dan pengendalian
penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur tanda nomor
kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daiam
huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tanda Nomor
Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan.

ngingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Noi'nor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

2. UndangjUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah^embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tarpbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan
Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2967);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeloiaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengeloiaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan
Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah ProvinsI
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugl Keuangan dan
Materlll Daerah;

10. Keputusan Menterl Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang
Sistem Informasl Manajemen Barang Daerah;

11. Keputusan Menterl Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang
Pedoman Penllalan Barang Daerah;

12. Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengeloiaan Keuangan Daerah sebagalmana telah ubah
dengan Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

13. Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah
Daerah;

14. Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Pedoman Teknis Pengeloiaan Barang Mlllk Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 14 Tahun 2007 tentang

Pengeloiaan Barang Milik Daerah;
16". Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan yang MenjadI Kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Luwu.

MEMUTUSKAN

netapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN
PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Baglan Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan BupatI ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Luwu

2. Pemerintah Daerah adalah BupatI dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintah daerah.
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Bupati adaiah Bupati Luwu.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yanr (2)
adaiah perangkat daerah selaku penggutiw
Unit Kejja adaiah bagian SKPD selaku kuasa p.
Instansi vertikal adaiah instansi vertikal yang .
Pemerintah Kabupaten Luwu.
Dinas adaiah Dinas Pengelolaan keuangan Daerah Kabupatt.
Kendaraan Dinas adaiah Kendaraan MHIk Pemerintah
pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk Kepentlngan
Dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas
jabatan, kendaraan dinas operaslonal dan kendaraan dinas
operasional khusus.

Kendaraan Perorangan Dinas adaiah kendaraan yang disedlakan dan
dipergunakan untuk pejabat negara yaitu Bupati dan Wakil Bupati.
Kendaraan Dinas Jabatan adaiah kendaraan dinas yang disedlakan
dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan dan
kegiatan operasional perkantoran.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adaiah dalam rangka
IdentffikasI, ketertiban dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati inl adaiah untuk kepentlngan
protokoler dan kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB IS

TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

Pasal4

(1) Tanda nomor kendaraan dinas diberlkan untuk
a. Kendaraan Perorangan dinas; dan
b. Kendaraan dinas jabatan.

(2) Tanda nomor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adaiah tanda
• nomor kendaraan dinas yang.menunjukkan kode wllayah (huruf DP),

Nomor PolosI (angka), kode/seri akhir wllayah (huruf F) dan
berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan
berwarnah putlh.

(3) Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adaiah DP 1 F sampai dengan DP 142 F.
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(4) Tanda nomor kendaraan dinas sebagalmana dimaksud pada ayat (2)
diberikan untuk:

a. Kendaraan Perorangan dinas;
b. Kendaraan dinas jabatan yang dipergunakan untuk pelaksanaan

tugas pemegang jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah yang terdirf dari Ketua dan Wakil Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan
Perwkilan Rakyat Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli
Bupati, Kepala Badan, Kepala Dinas, Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah, Kepala Kantor, Kepala Bagian di Sekretariat Daerah,
Sekretaris Dinas dan Badan, Camat dan Puskesmas Dillngkungan
Pemerintah Daerah; dan

c. Pimpinan Instansi Vertikal.
(5) Untuk pemberian tanda nomor kendaraan dinas sebagalmana

tercantum dalam lampiran yang tidak terplsahkan dengan peraturan
Bupati ini.

Pasal 5

(1) Pelaksanaan pemberian tanda nomor Kendaraan Dinas sebagalmana
dimaksu dalam Pasal 4 ayat (4) dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Luwu.

(2) Pemberian tanda nomor Kendaraan Dinas sebagalmana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan Rekomendasl
sebagai dasar penerbitan nomor kendaraan oleh SAMSAT Belopa.

(3) Rekomendasl pemberian nomor kendaraan dikeluarkan di Bidang Aset
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

OMD XXJ.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur sebagai
berlkut:

a. Untuk Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Daerah di bebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada masing-
masing SKPD Pengguna Kendaraan Dinas yang bersangkutan.

b. Untuk kendaraan dinas milik instansi vertikal dibebankan pada
Aggaran Instansi yang bersangkutan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

(1) Instansi vertikal yang belum menggunakan tanda nomor
kendaraan dinas berdasarkan Peraturan Bupati . ini dapat
mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu.

(2) Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas
dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya
Peraturan Bupati ini.
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BABV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulal beriaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahulnya, memerlntahkan Pengundangan
Peraturan Bupati in! dengan penempatannya dalam Berlta Daerah
Kabupaten Luwu.

Xundangkan dl Beiopa
ja tanggal 1 i.ar»t 2«i3

EKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

DItetapkan dl Beiopa

pada tanggal i 2913

bupaVi luwu.

A. M KKAR

SYAIFUL ALAM

BEIOTA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2013 NOMOR 1
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LAMPIRAN

NOMOR POLISI

DP

DP

OP

DP

DP

DP

DP 7 F

DP 8 F

DP

DP 10 F

DP 11 F

DP 12 F

DP 13 F

DP 14 F

DP IS F

DP 16 F

DP 17 F

DP 18 F

DP 19 F

DP 20 F

DP 21 F

DP 22 F

DP i li" F

DP 24 F

DP 25 F

DP 26 F

DP 27 F

DP 28 F

DP 29 F

DP 30 F

DP 31 F

DP 32 F

DP 33 F

DP 34 F

DP 35 F

DP 36 F

DP 37 F

DP 38 F

PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR :15 TAITH 2ei3TANGGAL : 1 Marct 2<513

TANDA NOiyiOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN
KENDARAAN DINAS JABATAN

PEJABAT

Bupati Luwu

Ketua Dewan Perwaklian Rakyat Daerah

Kepala Kejaksaan Negerl

Ketua Pengadllan Negerl

Wakil Bupati Luwu

Sekretaris Daerah Kab. Luwu

Wakll Ketua I DPRD Kab. Luwu

Wakil Ketua II DPRD Kab. Luwu

Ketua TP-PKK Kab. Luwu

Staf Ahli BIdang Pemerintahan

Staf Ahll BIdang Hukum dan Politik

Staf Ahli BIdangKemasyarakatan dan SDM

Staf Ahll BIdang Pembangunan

StafAhli BIdang Ekonomi dan Keuangan

Asisten Pemerintahan dan KesejahteraanRakyat

Asisten Perekonomiandan Pembangunan

Asisten AdmlnlstrasI Umum

Sekretaris DPRD Kab. Luwu

Kepala BadanPerencanaan Pembangunan

Inspektur Inspektorat

Kepala DInas Pendldlkan dan Olah Raga

(epala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

Kepala Dinas Bina Marga

Kepala Dina^oslal &Nakertrans
Kepala Dinas Perhubungan TelekomunlkasI & Informatlka

Kepala Dinas PSDA

Kepala DinasCIpta Karya, Perumahan & Pemukiman

<epala Badan Kepegawalan Daerah

Kepala Badan Keshangpnl A Linmas

Kepala Dinas Kehutanan & Perkebunan

Kepala Dinas Kesehatan

Kepala Dinas Kependudukan &Capil

Kepala Dinas Kebudayaan & Pariwisata

Kepala Dinas Keberslhan & Pertamanan

Kepala Dinas Koperindag

Kepala Dinas Pertambangan dan EnergI

Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtlkultura & Peternakan

Kepala Dinas Kelautan & Perikanan



|39 DP 39 F Kepala BadanLingkungan Hidup

DP 40 F Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemdes

DP 41 F Kepala BadanPennberdayaan Perempuan St KB

||42 DP 42 F Kepala Badan Pel. Penyuluhan 81 Ketahanan Pangan

DP 43 F Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

DP 44 F Dtrektur flSUD Batara Guru

DP 45 F Kepala Kantor Satpol PP

DP 46 F Kepala Kantor Perpustakaan UmumSt Arsip Daerah

'I47 DP 47 F Kepala Kantor Pelatihan Tenaga Kerja

DP 48 F Kepala Baglan Umum 81 Perlengkapan

•849 DP 49 F Kepala Bagian Pemerintahan Umum

DP 50 F Kepdlu Bagidti KerjdSdriid

jitoP 51 F Kepala Bagian Hukum

DP 52 F Kepala Bagian Keuangan

SS3 DP 53 F Kepala BagianAdministrasi Pembangunan

•54 DP 54 F Kepala BagianSumber Daya Alam

•ss DP 55 F Kepala Bagian Humas Si Protokol

•56 DP 56 F Kepala Bagian Perekonomian

•57 DP 57 F Kepala Bagian Kemasyarakatan

DP 58 F Kepala Bagian Organisasi

•59 DP 59 F Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

Iso DP 60 F Sekretaris Dinas Bina Marga

§61 DP 61 F Sekretaris Dinas Perhubungan Telekomunikasi St Informatika

Kez DP 62 F Sekretaris Dinas Kesehatan

DP 63 F Sekretaris Dinas Sosial & Nakertrans

DP 64 F Sekretaris Inspektorat

|65 DP 65 F Sekretaris Dinas DIkpora

DP 66 F Sekretaris Dinas Cipta Karya, Perumahan St Pemukiman

DP 67 F Kepala Badan Pertanahan Nasional

|68 DP 68 F Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah

(69 DP 69 F Sekretaris Dinas Kehutanan 81 Perkebunan

170 DP 70 F Sekretaris Dinas PSDA

DP 71 F Sekretaris Dinas Kependudukan SiCapil

[72 DP 72 F Sekretaris Dinas Kebudayaan St Pariwisata

DP 73 F Sekretaris Dinas Kebersihan St Pertamanan

174 DP 74 F Sekretaris Dinas Koperindag

N DP 75 F Sekretaris Dinas Pertambangan StEnergi

[76 DP 76 F Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Si Peternakan

[77 DP 77 F Wakil Ketua TP-PKK

78 DP 78 F Sekretaris Dinas Kelautan St Perikanan

I79 DP 79 F Sekretaris Badan Lingkungan Hidup

80 DP 80 F Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan 81 KB

l81 DP 81 F Sekretaris Badan Pel. Penyuluhan & Ketahanan Pangan

62 DP 82 F Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat St Pemdes

P DP 83 F Sekretaris Badan Kesbangpol St Linmas
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84

85
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117

118

119
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121

fl22

EL

|125

127

DP 84 F

DP 85 F

DP 86 F

DP 87 F

DP 88 F

DP 89 F

DP 90 F

DP 91 F

92 F

DP 93 F

DP 94 F

DP 95 F

DP 96 F

DP 97 F

DP 98 F

DP 99 F

DP 100 F

DP 101 F

DP 102 F

DP 103 F

DP 104 F

DP 105 F

DP 106 F

DP 107 F

DP 108 F

DP 109 F

DP 110 F

DP 111 F

P 112 F

DP 113 F

DP 114 F

DP 115 F

DP 116 F

DP 117 F

DP 118 F

DP 119 F

DP 120 F

DP 121 F

DP 122 F

DP 123 F

DP 124 F

DP 125 F

DP 126 F

DP 127 F

DP 128 F

Kepala Kementrian Agama

Kepala Badan Pusat Statistik

Cadangan

Cadangan

Sekretaris DPKD

Cadangan

Cadangan

Cadangan

Cadangan

Cadangan

Cadangan

Cdddtlgdll

Cadangan

Cadangan

Cadangan

Sekrertaris Bappeda

Ketua Dharma Wanita Persatuan

Kecamatan Larompong Selatan

Kecamatan Larompong

Kecamatan Suli Barat

Kecamatan Suli

Kecamatan Belopa

Kecamatan Belopa Utara

Kecamatan Bajo

Kecamatan Bajo Barat

Kecamatan Latimojong

Kecamatan Bastem

Kecamatan Kamanre

Kecamatan Ponrang

Kecamatan Ponrang Selatan

Kecamatan Bupon

Kecamatan Bua

Kecamatan Walenrang

Kecamatan Walenrang TImur

Kecamatan Walenrang Utara

Kecamatan Walenrang Barat

Kecamatan LamasI

Kecamatan Lamasi Timur

Kecamatan Bastem Utara

Puskemas Larompong Selatan

Puskemas Larompong

Puskemas Suli

Puskemas Suli Barat

Puskemas Belopa

Puskemas Belopa Utara



129 DP 129 F Puskemas Bajo
~ — ' • —

130 DP 130 F Puskemas Bajo Barat

131 DP 131 F Puskemas Latimojong

132 DP 132 F Puskemas Kamanre

133 DP 133 F Puskemas Ponrang Selatan

134 DP 134 F Puskemas Ponrang

135 DP 135 F Puskemas Bupon

136 DP 136 F Puskemas Bua

137 DP 137 F Puskemas Walenrang

9]38 DP 138 F Puskemas Walenrang Timur

Bi39 DP 139 F Puskemas Walenrang Barat

•140 DP 140 F Pusketnas Wdietuang Ulara

DP 141 F Puskemas Lamasi

Bi42 DP 142 F Puskemas Lamasi Timur

BUP/ TI LUWU,

A. MlltV^KKAR


